Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Brb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata
permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Permohonan atas nama:

RUDIANSYAH, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal Lahir Pengambau Hulu,
13 Oktober 1984 (37 Tahun), Tempat Tinggal JI SMPN 1 Pagat
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kebangsaan Indonesia, Agama

Islam, Pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON,;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Bersama ini, Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengganti nama
Pemohon sendiri yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor
477/1222/10/CS tanggal 29 September 2009. Adapun alasan/dalil-dalil Pemohon
untuk merubah nama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 18 Juli 2008 di Pagat telah melangsungkan
perkawinan dengan isteri Pemohon bernama Habibah yang dilangsungkan
secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor KUA Pagat Batu Benawa
dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 184 tanggal 25 Juli 2008.

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 2 anak, perempuan dan
laki-laki. Akan diperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang ke 1 dan diberi
nama Muhammad Raihan, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor
477/1.222.10/CS/4/2009 tanggal 29-09-2009.

3. Bahwa akibat kelalaian dan ketidak telitan Pemohon, ternyata terdapat
kekeliruan/kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon
yang bernama Muhammad Raihan bin M. Rudiansyah tertulis di dalam akta
kelahiran Anak Pemohon seharusnya yang benar adalah Muhammad Raihan
Bin Rudiansyah sesuai dengan surat/bukti berupa ljazah Pemohon.

4. Bahwa untuk memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon yang ada dalam
Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan
Pengadilan Negeri Barabai, maka Pemohon sangat membutuhkan

penetapan tersebut untuk kepentingan Anak
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5. Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan
salah satu syarat untuk mengurus perbaikan Kutipan Akta Kelahiran di Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengabh.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara in;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak

Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas hama Muhammad Raihan
Nomor 477/1.222.10/CS/4/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki
sekedar pada bagian nama ayah yang sudah tertulis M. Rudiansyah
seharusnya yang benar adalah Rudiansyah.

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Hulu Sungai Tengah supaya segera setelah salinan Penetapan ini
diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran atas
nama Muhammad Raihan Nomor 477/1.222.10/CS/4/2009 tanggal 29-09-
2009 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta
Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan.

4. Membebankan ongkos/biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain,

Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon
tersebut diatas dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada isi
permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6307022111850003 atas nama

RUDIANSYAH, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan KUA Kecamatan Batu Benawa nomor
B.408/Kua.17.06.2/PW.01/12/2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 6307020809090005, yang diberi tanda
bukti P-3;
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4, Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah an Rudiansyah,
yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SLTP an Rudiansyah, yang
selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 184/25/V11/2008 antara M Rudiansyah
dengan Habibah tanggal 18 Juli 2008, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/1222/10/CS/U/2009 tanggal
30 Juli 2009 atas nama Muhammad Raihan bin M Rudiansyah, yang diberi
tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 semuanya
bermaterai cukup, setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 sampai dengan P-7
adalah fotocopy yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukt surat tersebut diatas,
Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi WAHIDAHNOR, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:

— Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai suami dari adik saksi;

— Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan Kkeinginan
pergantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

— Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan adiknya yang bernama
Habibabh;

— Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Habibah ini, lahir dua orang
putra-putri yaitu Muhammad Raihan, dan Amirah;

— Bahwa saksi mengenal pemohon sejak lama sebelum menikah dengan adik
pemohon, bernama Rudi;

— Bahwa ternyata ada kesalahan administrasi pada data Pemohon saat
menikah dengan adiknya, yang seharusnya di KUA ditulis Rudiansyah
ternyata tertulis M. Rudiansyabh;

— Bahwa kesalahan penulisan itu berlanjut hingga pengurusan akta kelahiran
anak pemohon yang bernama Muhammad Raihan, yang seharusnya tertulis
anak ke satu dari suami istri Rudiansyah dan Habibah, namun tertulis anak ke
satu dari suami istri M. Rudiansyah dan Habibabh;

— Bahwa pemohon selanjutnya bekerja ke luar daerah HST sehingga baru
sempat mengurus kesalahan penulisan namanya pada akta kelahiran
anaknya Muhammad Raihan saat ini;

2. Saksi NORBAYAH, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai
berikut:
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— Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai suami dari keponakan saksi;

— Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan keinginan
pergantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon;

— Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan kepnokannya yang
bernama Habibabh;

— Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Habibah ini, lahir dua orang
putra-putri yaitu Muhammad Raihan, dan Amirah;

— Bahwa saksi mengenal pemohon sejak lama sebelum menikah dengan
habibah, karena pernah tinggal bersama saksi;

— Bahwa ternyata ada kesalahan administrasi pada data Pemohon saat
menikah dengan Habibah, yang seharusnya di KUA ditulis Rudiansyah
ternyata tertulis M. Rudiansyabh;

— Bahwa kesalahan penulisan itu berlanjut hingga pengurusan akta kelahiran
anak pemohon yang bernama Muhammad Raihan, yang seharusnya tertulis
anak ke satu dari suami istri Rudiansyah dan Habibah, namun tertulis anak ke
satu dari suami istri M. Rudiansyah dan Habibabh;

— Bahwa pemohon selanjutnya bekerja ke luar daerah HST sehingga baru
sempat mengurus kesalahan penulisan namanya pada akta kelahiran
anaknya Muhammad Raihan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat

dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut
diatas;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon tersebut
dihubungkan dengan bukti yang diajukan baik berupa bukti surat maupun bukti
saksi maka diketahui bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah untuk merubah
nama Pemohon yang tertulis dalam Bukti P-7 tertulis MUHAMMAD RAIHAN BIN
M RUDIANSYAH menjadi MUHAMMAD RAIHAN BIN RUDIANSYAH,;

Menimbang, bahwa setiap perkara permohonan (voluntair) diajukan ke
Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, P2 dan
P-3 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah administratif Kabupaten

Hulu Sungai Tengah yakni tepatnya di J. SMPN 1 Pagat Kabupaten Hulu Sungai
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Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai, sehingga
Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili
permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 bahwa
Pemohon bernama RUDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 hingga P-5 dihubungkan dengan
keterangan saksi diketahui bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita
bernama Habibah pada tanggal 18 Juli 2008. Bahwa pada saat mempersiapkan
pernikahan tersebut, terjadi kesalahan administrasi terkait nama pemohon yang
seharusnya Rudiansyah menjadi M Rudiansyah. Selanjutnya dari pernikahan antara
pemohon dan Habibah lahir dua orang putra putri yang bernama Muhammad
Raihan dan Amirah. Dimana kesalahan administrasi berlanjut kepada kesalahan
penulisan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon Muhammad raihan
yang seharusnya tertulis Rudiansyah namun menjadi M. Rudiansyah. Selanjutnya,
dikarenakan kesibukan pemohon yang bekerja di luar daerah HST, maka baru kali
ini permohonan pergantian nama ini bisa dilakukan. Pemohon sudah berkonsultasi
dengan Dispendukcapil setempat dan disyaratkan untuk mendapatkan penetapan
dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa pemohon sejak dulu (sekolah) bernama
rudiansyah. Oleh karena itu maka pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan
penulisan di akta kelahiran anaknya yang tertulis M Rudiansyah menjadi
Rudiansyah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin merubah namanya
tersebut pada prinsipnya dilakukan atas dasar keinginan Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa
pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan
negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pencatatan
perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh
Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri
oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
permohonan yang diajukan Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karena
permohonan tersebut juga tidak bertetangan dengan hukum, maka menurut

Pengadilan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum ke-3 mengenai
memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.
HST supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk
mengganti  nama Ayah dalam  Kutipan Akta Kelahiran = Nomor
477/1.222.10/CS/4/2009 tanggal 29 September 2009 tersebut serta didaftarkan dan
dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta
Kelahiran yang bersangkutan merupakan tidak sesuai dengan bunyi Pasal 52 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
sehingga permohonan tersebut dirasa kurang tepat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan
nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena waijib dilaporkan oleh Penduduk dalam hal
ini Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, Pemohon yang
wajib untuk melaporkan adanya perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran
kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat dimana diterbitkan akta
tersebut, dengan demikian maka Pemohon perlu diperintahkan untuk melaporkan
perubahan atau pergantian nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang
rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
sebagian, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada
Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan perkara ini;

MENETA PKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama orang tua yang ada pada
Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 477/1222/10/CS/U/2009 tanggal 29 September 2009 yang
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dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil dapat diganti dari M RUDIANSYAH
menjadi RUDIANSYAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan
nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
yang menerbitkan akta Kelahiran tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak diterimanya salinan penetapan, untuk didaftarkan dan dibuat catatan
pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil yang
bersangkutan;

4. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada
Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 oleh Fendy

Aditiya Siswa Yulianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan ini diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh

Masdiana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan dihadiri oleh

Pemohon.
Panitera Pengganti, Hakim,
Ttd Ttd
MASDIANA FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya PNBP Relaas : Rp 10.000,-
4. Meterai : Rp 10.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu Rupiah)
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